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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2014
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR

Menimbang

Mengingat

HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk lebih meningkatkan kepastian berusaha,
memperlancar kegiatan arus barang, dan menjaga
ketersediaan pasokan Hewan dan Produk Hewan, perlu
melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang
Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan
Ekspor Hewan dan Produk Hewan,;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization  (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3806);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4498);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5260);
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Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P
Tahun 2014; -

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan
Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik
Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia National
Single Window;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan
Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/9/2013;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG
KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK
HEWAN.

Pasal I

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri
Perdagangan  Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang
Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2013 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) dapat diperpanjang oleh
Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender.

(2) Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor
sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapat persetujuan Menteri melalui Direktur
Jenderal.

(3) Perpanjangan masa berlaku  Persetujuan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diberikan sepanjang tanggal Bill of Loading dari negara
asal tidak melewati masa berlaku Persetujuan Impor dan
diajukan 1 (satu) kali untuk setiap periode importasi.

(4) Masa berlaku Persetujuan Impor untuk triwulan keempat
periode Oktober-Desember tidak dapat diperpanjang.

(5) Untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku
Persetujuan Impor, IT-Hewan dan Produk Hewan harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Koordinator dan Pelaksana UPP dengan melampirkan:

a. fotokopi Persetujuan Impor yang masih berlaku; dan

b. Surat pernyataan bermeterai cukup dari importir
mengenai alasan pengajuan permohonan
perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor
disertai bukti pendukung yang cukup.

(6) Koordinator dan Pelaksana UPP atas nama Menteri
menerbitkan:

a. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor paling

lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap dan benar; atau
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b. penolakan penerbitan perpanjangan masa berlaku
Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima dalam hal permohonan
tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(7) Perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a disampaikan kepada IT-Hewan dan
Produk Hewan dan tembusan disampaikan kepada
instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
27 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MUHAMMAD LUTFI
Salinan sesuai dengan aslinya
W S " P
SR ariat Jenderal
ettrentel @n, Perdagangan

ASMININGSIH



